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BUPATI FAKFAK 
PROVINSI PAPUA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI FAKFAK 

NOMOR 23 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 7 TAHUN 2021 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK YANG  

BERSUMBER DARI ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI FAKFAK, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat 

(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Dampaknya serta Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan 

dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah 

yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, dan Surat Dirjen 

Perimbangan Keuangan Nomor S-63/PK/2021 tanggal 11 Mei 

2021 perihal Pemberitahuan Penganggaran Alokasi Dana Desa, 

yang pada prinsipnya menghimbau kepada Daerah untuk 

segera menyesuaikan penganggaran Alokasi Dana Desa sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung 

Setiap Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari 

APBD Tahun Anggaran 2021; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1969  tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 

di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4884); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4578) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repulik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 
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19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pendemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang 

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana 

Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 446); 

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak  Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Nomor 013); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak 

nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daetah 

Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2020 Nomor 05); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2020 Nomor 01); 

25. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2014 Nomor 42); 
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26. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2014 Nomor 45); 

27. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2019 Nomor 012); 

28. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung 

(Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015); 

29. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap 

Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065); 

30. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017); 

31. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 010); 

32. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung 

Setiap Kampung Di Kabupaten Fakfak Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 07); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI FAKFAK NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA 
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap 

Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 

2021 Nomor 07) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten Fakfak 

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.69.563.823.700,- (enam puluh sembilan 

milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu 

tujuh ratus rupiah). 

(2) Selain ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dialokasikan 

kekurangan dana perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp.1.506.711.883,-(satu milyar lima ratus enam juta tujuh ratus sebelas 

ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) di Tahun Anggaran 2021 

sehingga total Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari APBD Tahun 

Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp.71.070.535.583,-(tujuh puluh satu 

milyar tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan 

puluh tiga rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 8 

Penetapan Rincian dan Besaran ADK setiap Kampung di Kabupaten Fakfak 

Tahun Anggaran 2021 serta pembagian tahapan penyaluran sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak. 
 
 

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal,17 Mei 2021  

 
BUPATI FAKFAK, 

      CAP / TTD 

UNTUNG TAMSIL 

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 17 Mei 2021  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 

       CAP / TTD 

ALI BAHAM TEMONGMERE 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 023  
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